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ABSTRAK

Urgensi pengaturan ekosida muncul sebagai respons atas kerusakan lingkungan hidup yang bersifat masif dan
berdampak luas terhadap keberlanjutan ckosistem serta kehidupan manusia di Indonesia. Peristiwa seperti
Lumpur Lapindo, kerusakan pesisir Pantai Utara Jawa, dan pertambangan di Raja Ampat menunjukkan dampak
ckologis serius yang sulit atau bahkan tidak dapat dipulihkan. Permasalahan yang dikaji dalam penclitian ini
adalah pertama, bagaimana pengaturan ekosida sebagai tindak pidana lingkungan hidup dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia; dan kedua, bagaimana urgensi pengaturan ekosida sebagai tindak pidan
lingkungan hidup di Indonesia. Metode penclitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif|
dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan perbandingan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam|
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
bndang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup serta perubahannya hanya mengatur sebagian unsur yang berkaitan dengan
ckosida, namun belum merumuskan ekosida sebagai delik tersendiri dengan karakteristik kerusakan yang bersifat
masif dan berdampak luas. Adapun urgensi pengaturan ekosida didasarkan pada empat landasan utama. Pertama,
ckosida melanggar prinsip keadilan antargencrasi karena kerusakan ekosistem yang masif dan tidak dapat
dipulihkan merampas hak generasi mendatang atas opsi, kualitas, dan akses sumber daya alam, sehingga
hakikatnya merupakan kejahatan terhadap masa depan. Kedua, berdasarkan kriteria Moeljatno, ekosida layak
dikriminalisasi karena menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, memerlukan hukum pidana sebagai saran
pencegahan utama, dan didukung kemampuan penegakan hukum yang memadai. Ketiga, scbagai ncgarz?l
megabiodiversitas, kejahatan ekosida di Indonesia merupakan ancaman nyata terhadap sistem pendukung
kehidupan dan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keempat, Rusia dan Kazakhstan sebagai negara penganut sistem hukum
civil law telah lebih dahulu mengodifikasikan ekosida melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masing
masing, sementara Indonesia belum memiliki pengaturan serupa.
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ABSTRACT
The urgency of regulating ecocide has emerged in response to massive environmental damage that has
far-rcaching impacts on the sustainability of ecosystems and human life in Indonesia. Incidents such as
the Lapindo mudflow, the degradation of the North Java coast, and mining in Raja Ampat demonstrate
serious ecological impacts that are difficult or even impossible to reverse. The issues examined in this
tudy are, first, how ecocide is regulated as an environmental crime in Indonesian legislation; and
econd, the urgency of regulating ecocide as an environmental crime in Indonesia. The research method|
mployed is normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The

sults of the analysis show that Law No. 5 of 1990 on the Conservation of Living Natural Resources|
nd Their Ecosystems, Law No. 41 of 1999 on Forestry, Law No. 4 0f 2009 on Mineral and Coal Mining,
nd Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, along with its amendments,
nly regulate certain elements related to ecocide but have not yet defined ecocide as a distinct criminal
ffense characterized by massive and far-reaching damage. The urgency of regulating ecocide is based|
n four main principles. First, ecocide violates the principle of intergenerational justice because massivel
nd irreversible ecosystem damage deprives future generations of their rights to options, quality, and
ccess to natural resources, making it, in essence, a crime against the future. Second, based on

oeljatno’s criteria, ecocide warrants criminalization because it causes significant harm to society,
requires criminal law as the primary means of prevention, and is supported by adequate law cnforcemcn&
capacity. Third, as a megabiodiversity nation, the crime of ecocide in Indonesia poses a real threat to
life-support systems and the constitutional rights of citizens as guaranteed by Article 28H, paragraph (1)
of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Fourth, Russia and Kazakhstan-as countries that
follow the civil law system-have already codified ecocide in their respective Criminal Codes, while
Indonesia does not yet have similar regulations.
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